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Nama : Ratna Febriany 
NIM  : 10400115045 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Status Hak Guna Bangunan 
Menjadi Hak Milik 
 
Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan 
dan memberikan kepastian hukum serta menjamin kepemilikan tanah kepada pemegang 
hak atas tanah, maka mereka harus mempunyai bukti yang disebut sertipikat. Kebutuhan 
masyarakat yang terus meningkat dapat mempengaruhi pola pikir kepada masyarakat, 
terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah yang masih berstatus hak guna bangunan 
dan beberapa masyarakat yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk sebagai 
pemegang hak milik tetapi masih saja diantara mereka belum berpikir untuk 
meningkatkan status hak tanahnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik dan proses 
peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik. Beberapa sub masalah atau 
pertanyaan penelitian yaitu: 1). Bagaimanakah proses dalam pelaksanaan peningkatan 
status hak guna bangunan menjadi hak milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Gowa? 2). Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan bagi masyarakat 
dalam  peningkatan status hak guna bangunan menjadi hak milik atas rumah tinggal? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun 
sumber data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola 
data primer yang bersumber dari Pegawai/Staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Gowa dan pengembang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pemohon mengajukan permohonan 
pelaksanaan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Gowa, Kasubsi pendaftaran hak dan informasi bertugas meneliti 
syarat-syarat yang telah diajukan oleh pemohon, Rapat Panitia Pertimbangan Hak Atas 
Tanah, Kepala Kantor Pertanahan membuat SK Hak Atas Tanah,Menyerahkan SK Hak 
Atas Tanah kepada pemohon. 2) Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan 
Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak milik adalah kurang mengertinya 
mengenai prosedur dan tata cara serta syarat yang harus dipenuhi. 
Implikasi penelitian yaitu : 1). Bagi pemerintah dan badan pertanahan nasional agar 
memberikan penyuluhan  yang ingin meningkatkan status hak guna bangunan menjadi 
hak milik dan harus meningkatkan kualitas kerja dalam melayani masyarakat tanpa harus 
memilah-milih siapa atas nama sebagai pemohon. 2). Bagi masyarakat jika memiliki 
sebidang tanah agar kiranya segera melakukan pendaftaran tanah untuk dapat 
memperoleh sertifikat  dan meningkatkan status hak atas tanah menjadi hak milik. 





A. Latar Belakang Masalah 
Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang sangat 
vital dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Sebagai salah satu 
kebutuhan primer bagi manusia, tanah memiliki kaitan yang sangat erat dengan 
manusia. Sejak lahir sampai meninggal manusia akan tetap membutuhkan tanah. 
Tanah juga memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai 
kehidupan sehingga menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai 
ekonomi yang sangat tinggi dan dalam hal ini pemerintah juga mempunyai 
Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan karena akibat dari mahalnya 
harga tanah, masyarakat kurang peduli untuk mengurus kepemilikan tanah sebagai 
tempat tinggal, dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk mengurus tanah atau 
disebabkan adanya faktor perekonomian yang sangat lemah, sehingga dalam 
penggunaannya, masyarakat tidak memperhatikan adanya peraturan yang berlaku. 
Disamping faktor ekonami mahalnya harga tanah juga dikarenakan sifat manusia 
yang suka berpindah-pindah tempat. 
Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai 
organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa : 
“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara 





Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berkaitan 
dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang (selanjutnya disingkat 
UUPA) yang memiliki salah satu tujuan adalah untuk memberikan kepastian 
hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. 
Dalam UUPA adanya perbedaan pengertian mengenai bumi dan tanah untuk 
mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari Pasal dibawah ini : 
Pasal 1 ayat (4) UUPA mengatur bahwa : 
“Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi di 
bawahnya serta berada dibawah air ” 
 
Pasal tersebut diatas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud 
dengan istilah bumi. Dalam UUPA meliputi permukaan bumi (yang disebut 
tanah). Persoalan yang menyangkut tanah di Indonesia sepertinya tidak ada 
habisnya. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan 
penduduk akan tanah semakin meningkat, misalnya untuk pembangunan dan 
pengembangan wilayah pemukiman, industri, pariwisata, ataupun keperluan 
lainnya. Sedangkan, tanah yang tersedia untuk itu tidak bertambah atau bersifat 
tetap, agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap 
tanah yang sifatnya tetap, maka pemerintah berupaya memaksimalkan peruntukan 
dan penggunaan tanah dengan bermacam cara, di antaranya yaitu dengan 
mengeluarkan berbagai macam peraturan pertanahan seperti peraturan penyediaan 
tanah untuk kepentingan orang atau badan hukum atas tanah negara maupun di 





tanah. Hak-hak penguasaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sebagai lembaga 
hukum dan sebagai hubungan konkret.  
Hak penguasaan tanah merupakan suatu lembaga hukum yang belum 
dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 
pemegang haknya seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 
pakai, dan hak sewa untuk bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai 45 
UUPA sedangkan hak penguasaan atas tanah merupakan hubungan hukum 
konkret (biasanya disebut “hak”) telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai 
subyek atau pemegang haknya. Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas 
tanah yang disebut dalam ketentuan UUPA.1 Kebijakan mengenai hak penguasaan 
tanah sebagai lembaga hukum terdapat dalam UUPA yang menyebutkan macam 
dari Hak Atas Tanah adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 
53. 
Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA mengatur bahwa: 
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam- 
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan- badan hukum 
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan 
wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian 
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar 
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diperlukan untuk keputusan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini 
dan peraturan yang lebih tinggi. Hak-hak atas tanah yang dimaksud 
dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam pasal 16 ayat (1), antara lain :  
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
d. Hak Pakai 
e. Hak Sewa 
f. Hak Membuka hutan 
g. Hak memungut hasil hutan. Hak-hak lain yang tidak termasuk 
dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagiamana yang disebutkan dalam Pasal 53. 
Pada ketentuan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) sampai (3) UUPA Hak Guna 
Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling 
lama 30 tahun. Hak Guna Bangunan diberikan untuk Warga Negara Indonesia 
(WNI) dan Badan Hukum Indonesia. Hak guna bangunan memiliki kekuatan yang 
lebih rendah dari pada hak milik karena hak guna bangunan memiliki keterbatasan 
dalam jangka waktu pada suatu saat akan berakhir, sedangkan hak milik 
merupakan hak yang memiliki sifat yang turun temurun, terkuat dan terpenuh 





bangunan, sehingga pemegang hak milik tidak perlu lagi memperpanjang jangka 
waktu hak atas tanahnya. 
 Dalam perkembangan kehidupan manusia yang terjadi yaitu meningkatnya 
kebutuhan masyarakat yang menyebabkan para pemegang hak guna bangunan  
merasa perlu meningkatkan status hak atas tanahnya menjadi hak milik terutama 
atas tanah untuk rumah tinggal. Selain itu kebutuhan masyarakat yang terus 
meningkat dapat mempengaruhi pola pikir kepada masyarakat, terutama bagi 
masyarakat yang memiliki tanah yang masih berstatus hak guna bangunan dan 
beberapa masyarakat yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk sebagai 
pemegang hak milik tetapi masih saja diantara mereka belum berpikir untuk 
meningkatkan status hak tanahnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik dan 
proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik tersebut tidak terlepas 
dari peran pengembang sebagai pemegang hak guna bangunan atas tanah 
perumahan tersebut.  
 Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi 
pemegang hak guna bangunan, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan 
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 
tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, peraturan 
tersebut digunakan sebagai pedoman di samping peraturan perundang-undangan 
lain yang berkaitan dengan peningkatan hak guna banguanan menjadi hak milik 
atas tanah untuk rumah tinggal dan hal tersebut harus memenuhi syarat mengenai 





( IMB ) dan sertipikat Hak Guna Bangunan yang asli kemudian diserahkan kepada 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji 
lebih dalam untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi dengan judul: 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Status Hak Guna Bangunan 
Menjadi Hak Milik” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah peningkatan 
status hak guna bangunan menjadi hak milik. Untuk menjelaskan konsep-konsep 
atau memberikan batasan masalah terdapat beberapa hal yang akan penulis 
kemukakan yang berkaitan dengan judul penelitian.  Adapun yang menjadi 
deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pengertian Tanah 
Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi paling atas, yang 
dimanfaatkan sebagai tempat menanam tumbuh-tumbuhan yang disebut tanah 
garapan,tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan sedangkan 
yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut juga tanah bangunan 
2.   Pengertian Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan menurut Pasal 35 UUPA adalah hak untuk mendirikan 





jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu paling lama 20 tahun 
3.  Pengertian Hak Milik  
Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, 
terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam Pasal 6. 
C. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah proses peningkatan status hak guna bangunan menjadi hak 
milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan bagi masyarakat dalam  
peningkatan status hak guna bangunan menjadi hak milik atas rumah 
tinggal? 
D. Kajian Pustaka 
  Dalam sebuah penyusunan skripsi dibutuhkan beberapa dukungan teori, 
penulis menemukan literatur yang mempunyai relevansi dari rencana penelitian. 
Adapun beberapa literatur didalamnya yang berkaitan dengan judul penulis adalah 
sebagai berikut. 
 Buku yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia” yang ditulis oleh Arba. 
Buku ini memuat materi dasar hukum, tujuan hukum agraria, sejarah penyusunan 






 Buku yang berjudul “Hukum Agraria: Kajian Komprehensif” yang ditulis 
oleh Urip Santoso. Buku ini membahas tentang ruang lingkup hukum agraria, 
pendekatan historis hukum agraria yang meliputi salah satunya adalah macam-
macam hak atas tanah dalam Undang-Undang  Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. 
 Buku yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” yang ditulis oleh Umar 
Said. Dalam buku ini membahas secara cermat mengenai sejarah hukum, politik 
hukum, klarifikasi hukum, sumber hukum, bentuk peraturan perundang-undangan, 
kekuasaaan kehakiman, dasar-dasar hukum positif Indonesia dan asas-asas serta 
kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. 
 Buku yang berjudul “ Status Hak Dan Pembebasan Tanah” yang ditulis 
oleh Soedharyo Soimin. Dalam buku tersebut membahas makna dari pencabutan 
hak atas tanah, hal ini yang sering terjadi dikota-kota berkaitan lajunya 
pembangunan. 
 Buku yang berjudul “Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang 
Agribisnis“ yang di tulis oleh Darwin Ginting  menjelaskan tentang konsep-
konsep dan teori mengenai studi hukum Hak atas tanah dalam sistem hukum 
Pertanahan Indonesia serta Kepastian hukumkepemilikan hak atas tanah pada 
bidang agribisnis, Perbedaan buku ini denganPenelitian Penyusun yaitu 
bukunyaterlalu mmemfokuskan Kepemilikan hak atastanah dalam bidang 
agribisnis . Selain itu, buku ini juga tidak membahas tentangEksistensi Hak milik 
atas tanah. Lain halnya dengan Penelitian Penyusun yangmembahas tentang 
Beberapa landasan hak milik atas tanah. 





 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahan, sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan peningkatan status hak 
guna bangunan menjadi hak milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Makassar 
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi masyarakat dalam  
peningkatan status hak guna bangunan menjadi hak milik atas rumah 
tinggal 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat,  penelitian ini di harapkan memberikan pemahaman atau  
informasi mengenai terhadap masalah-masalah hukum agraria khususnya 
mengenai peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik tanah. 
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaaat bagi para pihak 
yang berkompeten dibidang hukum khsusnya agraria dan dapat 





A. Hak Penguasaan Atas Tanah 
Ruang lingkup bumi  menurut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh 
bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai 
bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksud bukan dalam 
pengaturan di segala aspek, tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah 
dalam pengertian yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah. 
Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti 
yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam 
arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum 
dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai 
secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau 
mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. 
Penguasaan secara yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah 
yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh 
pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan 
tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain.Dalam hal ini secara 
yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik 
dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak 
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. 




penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan) akan tetapi secara 
fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis 
yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA.  Dalam Pasal 2 UUPA menentukan, 
bahwa :  
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45 
dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat.  
(2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi 
wewenang untuk:  
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 
air, dan ruang angkasa. 
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada 
ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 




masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 
dan makmur. 
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dam masyarakat-masyarakat 
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. 
Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaaan  atas tanah berisi 
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya 
untuk berbuat sesuatumengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, 
atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaaan itulah yang 
menjadi tolok ukurpembeda diantara hak-hak penguasaaan atas tanah yang diatur 
dalamhukum tanah.2 
B. Hak-Hak Atas Tanah 
1. Pengertian Hak Atas Tanah 
Pengertian tanah secara yuridis telah diberikan batasan dalam Pasal 4 ayat 
(1)  Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa : 
“Atas dasar hak mengusai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum” 
 
Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang 
haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah hak tersebut. 
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah, dapat 
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diberikan ke pada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik 
badan hukum privat maupun badan hukum publik.3  
Hak atas tanah merupakan hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan 
begitu saja. Hak atas tanah akan diperoleh setelah melakukan suatu tranksaksi 
misalnya jualbeli. Meskipun telah dilakukan tranksaksi jual beli atas tanah, tidak 
secara otomatis hak atas tanah beralih kepada pembeli, karena terlebih dahulu 
harus melalui tahapan-tahapan agar kepemili-kan tanah dapat beralih dari pihak 
yang satu kepihak yang lain.4 
Jenis hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, selanjutnya 
dijelaskan bahwa:5 
a. Hak Milik 
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain. 
b. Hak Guna Usaha 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara, dalam jangka waktu untuk pertama kalinya paling 
lama35tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, guna 
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan Selain UUPA, peraturan 
lain yang mengatur mengenai HGU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 
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40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak 
Pakai Atas Tanah). Pada Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tersebut 
diatur lebih jauh mengenai Hak Guna Usaha. Tanah yang dapat diberikan 
HGU adalah tanah negara. HGU hanya dapat diberikan atas tanah yang 
luasnya minimal 5 Hektar. Jika luas tanah yang dimohonkan Hak Guna 
Usaha mencapai 25 hektar atau lebih, maka penggunaan Hak Guna Usaha 
nya harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan 
yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. 
c. Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka 
waktu yang paling lama 30 tahun. 
d. Hak Pakai 
Pasal 41 sampai dengan pasal43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria definisi atas Hak Pakai 
adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian 
dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan undang-undang ini.  Hak Pakai dapat diberikan kepada: 




2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
4. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah 
Daerah; 
5. Badan-badan keagamaan dan sosial; 
6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 
7. Perwakilan negara asing dan perwakilan Badan Internasional. 
e. Hak Sewa 
Seseorang atau suatu badan hukum  mempunyai hak sewa atas tanah, 
apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan 
bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai 
sewa. Hak sewa untuk bangunan secara khusus diatur dalam Pasal 44 dan 
Pasal 45 UU No. 5 Tahun1960 yang selanjutnya disebut dengan UUPA. 
Pengertian hak sewa untuk bangunan menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA 
adalah seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah. 
Dalam UUPA tidak mengatur secara tegas berapa lama jangka  waktu Hak 
Sewa Untuk Bangunan, mengenai jangka waktunya diserahkan kepada 
kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang Hak sewa uantuk 
Bangunan. 
f. Hak Membuka Tanah 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh 




g. Hak Memungut Hasil Hutan. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam 
hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-
undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebgaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 53. 
Adapun hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan macamnya 
dalam Pasal 53 UUPA yaitu : 
1) Hak Gadai 
Hak gadai adalh hubungan hukumantara seseorang dengan 
tanah kepunyaan orang lainyang telah menerima uang gadai 
daripadanya. Selama uang tersebut belum dikembalikan tanah 
tersebut dikuasai oleh pemegang gadai.  
2) Hak Usaha Bagi Hasil 
Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak seseorang atau badan hokum 
(penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas 
tanah kepunyaan pihak lain dengan perjanjian bahwa hasilnya 
akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang 
telah disetujui sebelumnya. Jangka waktu hanya berlaku satu 
tahun dan dapat diperpanjang akan tetapi perpanjangan 
jangkawaktunya tergantung pada kesediaaan pemilik tanah, 
sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk dapat 
menggarap dalam waktu yang layak. 




Hak menumpang menurut Boedi Harsono adalah hak yang 
memberi wewenang kepadaseseoranag untuk mendirikan dan 
menempati rumaah di atas tanah pekaranagan milik orang lain. 
 
4) Hak Sewa Tanah Pertanian 
Hak Sewa Tanah Pertanian adalah suatu perbuatan hukum 
dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh 
pemilik tanah pertanian oleh pemilik tanah kepada pihak lain 
(penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan jumlah uang 
sebagai sewa yang ditetapkan atas dasr kesepakatan kedua 
belah pihak. 
Selanjutnya, menurut Soedikno Mertokusumo dalam Santoso (2012), 
wewenang yang dipunyai pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi 
menjadi 2 (dua) yaitu :6 
a. Wewenang umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang ha katas tanah 
mempunyaiwewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga 
tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 
dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan huku yang 
lebih tinggi. 
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b. Wewenang khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu  pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan 
macam hak tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik 
adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan 
bangunan, wewenang pada Hak Guna Bangunan adalah menggunakan 
tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah 
bukan miliknya, wewenang pada hak tanah, Hak Guna Usaha adalah 
menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, 
periklanan, peternakan dan perkebunan. 
Dalam penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan 
sifatnya dari hak atas tanah tersebut, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan 
dan kebahagiaan yang mempunyai tanah maupun masyarakat dan Negara. Adapun 
pembatasan kewenangan penggunaan tanah adalah sebagai penggunaan hak atas 
tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau mengganggu pihak-
pihak lain dan penggunaan hak atas tanah tidak boleh bertentangan dengan 
rencana tata ruang. Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut :  
a. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social 
b. Kewajiban memelihara tanah yang di haki sesuai dengan penggunaan 
dan peruntukannya. 
c. Kewajiban untuk mengusahakan atau menggunakan sendiri secara 
aktif bagi setiap orang atau badan hukum yang di wajibkan untuk 




Selain itu peralihan hak atas tanah terjadi karena adanya perbuatan hukum 
pemindahan hak yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain yang 
bentuk pemindahan haknya berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian 
menurut adat, pemasukan dalam perusahaan, hibah wasiat. Sedangkan pewarisan 
tanpa wasiat dalam hukum perdata jika pemegang suatu hak atas tanah meninggal 
dunia, maka hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Peralihan tersebut 
diberikan kepada para ahli warisnya berupa bagian masing-masing dan bagaimana 
cara pembagiannya diatur oleh hukum waris almarhum pemegang hak yang 
bersangkutan bukan oleh hukum tanah itu. Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:7 
a. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal 
dari tanah Negara. Macam-macam ha katas tanah ini adalah hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah Negara, hak pakai atas 
tanah Negara. 
b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang 
berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah 
hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan 
atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai 
atas hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak 
usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak 
sewa tanah pertanian. 
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 Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 20 sampai 
Pasal 53 UUPA, yaitu dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu :8 
a. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan 
tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan 
undang-undang yang baru.Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa 
untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil 
Hutan. 
b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undangYaitu hak 
atas tanah yangakan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang. Hak atas tanah ini macamnya belum ada. 
c. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas tanah ini sifatnya 
sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan 
mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan 
bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini 
adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian 
Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
2. Hak Milik 
  Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, 
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memberikan 
kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu 
yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan untuk itu. Turun temurun adalah 
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Hak Milik tidak hanya berlangsung selama hidup si pemilik akan tetapi dapat 
dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Terkuat adalah Hak Milik yang jangka 
waktunya tidak terbatas, terdaftar dan punya tanda bukti. Terpenuh adalah 
memberikan kepada pemilik wewenang yang luas, dapat menjadi induk bagi hak 
atas tanah yang lain dan tidak berpihak pada hak lain, peruntukannya tidak 
terbatas. Menurut Munir Fuady dalam bukunya konsep hokum perdata (2014:37) 
mengatakan bahwa yang dapat mempunyai hak milik adalah warga negara 
Indonesia dan badan–badan hukum Indonesia yang ditetapkan secara khusus oleh 
pemerintah dengan mengingat fungsi social terhadap hak atas tanah, termasuk 
terhadap hak milik ha katas tanah. Karena hokum agrarian menganut asas 
kebangsaan, maka hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indoesia 
saja dan badan-badan hokum Indonesia yang ditetapkan khusus oleh pemerintah. 
Maka warga Negara asing (tanpa kecuali) ataupun bdan hokum asing (tanpa 
kecuali) tidak mungkin sama sekali mendapatkan hak milik atas tanah. 
  Dalam Pasal 570 KUH Perdata merumuskan bahwa hak milik adalah hak 
untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya 
asaltidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang 
ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak 
mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan 
pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang 
dan pembayaran ganti rugi.9   
                                                          





  Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan 
hidupnyadi dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi 
pulapenghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanahadalah salah satu 
milikyang sangat berharga bagi umat manusia demikian pula untuk bangsa 
Indonesia.Bagi orang Indonesia, tanah merupakan masalah yang paling pokok, 
dapatdikonstatir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan 
kepengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai warisan, utang-piutang dengan 
tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha Negara mengenai penerbitan sertifikat 
tanah,serta perbuatan melawan hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara 
yangmenyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral 
dalam kehidupan dan Perekonomian Indonesia Sejalan dengan hal tersebut, asas 
nasionalitas yang dianut Indonesia terhadaptanahnya telah tercermin dalam 
UUPA. Sebagai kawasan yang dimiliki oleh bangsayang berdaulat dan bersatu, 
seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dariseluruh rakyat Indonesia 
dengan hubungan yang bersifat abadi. Asas nasionalitas ini memiliki konsekuensi 
yang jauh terhadap pemilikan atau pemegang hak milik atastanah Indonesia 
yaituyang diperbolehkan mempunyai hak milik adalah hanya wargaNegara 
Indonesia.Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah Negara yang 
berdaulat,sementara tanah adalah satu syarat untuk berdirinya Negara. Tanah 
hanya bolehdipunyai warga negara dari sebuah Negara yang menguasai seluruh 
kawasan Negara yang bersangkutan. Seandainya warga Negara asing diizinkan 




akan beralih hak kepada orang asing. Hal ini sekaligus akan membahayakan 
kedaulatan Negara. 
  Seseorang yang telah mendapat kepastian hukum atas tanah 
yangditempatinya maka pemegang hak milik boleh berbuat apa saja atas tanah 
yang dimiliknya, dengan syarat ketentuan bahwa tindakannya tidak bertentangan 
denganUndang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain. Artinya 
meskipunpemegang hak milik bebas memperlakukan hak miliknya, akan tetapi 
bersifat tidakmuthlak. Hal ini ditegaskan oleh pasal 6 UUPA yang menyatakan 
bahwa semua hakatas tanah memiliki fungsi sosial. Jadi hak milik yang dipunyai 
oleh seseorang tidakboleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan 
masyarakat banyak. Hak milik harus memiliki fungsi kemasyarakatan , yang 
memberikan berbagai hak bagi orang lain. 
  Yang dapat mempunyai (subyek hak) tanah hak milik menurut UUPA 
dan peraturan pelaksanaannya adalah: 10 
1) Perseorangan  
 Hanya warga Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 Ayat 
(1) UUPA). Ketentuan ini menentukan hanya warga Negara Indonesia tunggal 
yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik (Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 4 
UUPA). Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pada dasarnya yang 
boleh menjadi subyek hak milik hanya warga  Negara Indonesia tunggal baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. 
2) Badan-Badan Hukum 
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 Badan  hukum  tidak boleh  mempunyai tanah dengan hak milik (Pasal 21 
ayat (2) UUPA), kecuali yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. badan-
badan  hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik sebagaimana 
dimaksudkan oleh Pasal 21 Ayat (2) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 1963 yaitu : 
a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara 
b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. 
c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 
Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama. 
d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria 
setelah mendengar Menteri Sosial 
  Terjadinya hak milik atas tanah disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, 
yaitu:11 
1. Menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah, misal: 
Pembukaan Tanah 
2. Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang, misal : karena konversi 
3. Bardasarkan Penetapan Pemerintah. 
 Selain itu hak milik dapat dibebani dengan berbagai hak yakni hak yang 
langsung dapat menggunakan tanah seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha bagi hasil dan Hak Menumpang sedangkan Hak 
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yang menanggung suatu utang seperti Hak Hipotik, Hak Hitungan Kredit. Dalam  
Pasal 27 UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yaitu:12 
a. Tanahnya jatuh kepada Negara: 
1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 
2. Karena penyerahan  dengan sukarela oleh pemiliknya 
3. Karena diterlantarkan 
4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 da pasal 26 ayat 2 
b. Tanahnya musnah. 
3.   Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan merupakan salah satu hak yang diatur dalam UUPA. 
Menurut ketentuan Pasal 35 UUPA menyatakan bahwa, yaitu: 
(1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun. 
(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta 
keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 
dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 
(3) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Dapat diketahui yang dimaksud dengan hak guna bangunan adalah hak 
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
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sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu paling lama 20 tahun.13 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Hak Guna Bangunan di 
atas Hak Pengelolaan dapat diperpanjang dan diperbaharui atas permohonan 
pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak 
Pengelolaan. Dalam hal ini pemilik bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah 
dimana bangunan tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang Hak Guna 
Bangunan adalah berbeda dari pemegang Hak Milik atas bidang tanah dimana 
bangunan tersebut didirikan atau dalam konotasi yang lebih umum, pemegang 
Hak Guna Bangunan bukanlah pemegang Hak Milik dari tanah dimana bangunan 
tersebut didirikan.14 
Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 ayat (1) 
UUPA,yaitu: 
(1) Warga Negara Indonesia 
(2) Badan hukum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia 
Apabila subjek Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat sebagai 
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun 
wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan tersebut kepada pihak 
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lain yang memenuhi syarat. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Hak Guna 
Bangunannya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara.15 
Pada Pasal 35 UUPA menyatakan bahwa jangka waktu pemberian Hak 
Guna Bangunan paling lama 30 tahun, dan dengan jangka waktu pemberian hak 
guna bangunan ini, mengingat bahwa keperluan serta keadaan bangunan-
bangunannya, dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.Selanjutnya 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menjelaskan bahwa Hak 
Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang dan diperbaharui 
atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan 
dari pemegang Hak Pengelolaan.16 Pada rumusan Pasal 25 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, menyatakan bahwa:  
“Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan 
pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama” 
Berdasarkan pasal 25 ayat (2) diatas Hak Guna Bangunan yang jangka 
waktunya dibatasi dan diberikan waktu paling lama 30 tahun dan dapat 
diperpanjang. Selain itu Hak Guna Bangunan juga dapat diperbaharui sesuai 
dengan jangka waktu awal pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah yang 
sama yaitu 30 tahun lamanya. UUPA maupun Peraturan Pemerintah Nomor 40 
tahun 1996 tidak mengatur berapa kali seseorang bisa melakukan perpanjangan 
maupun pembaharuan dari Hak Guna Bangunan.  
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Dalam hal ini bahwa atas pemberian Hak Guna Bangunan yang diberikan 
di atas tanah negara atau tanah dengan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan 
berlaku saat didaftarkannya tanah tersebut. Selanjutnya Hak Guna Bangunan yang 
diberikan di atas bidang tanah Hak Milik, berdasarkan perjanjian dengan 
pemegang Hak Milik atas bidang tanah tersebut, pendaftaran yang dilakukan 
hanya ditujukan untuk mengikat pihak ketiga yang berada di luar perjanjian. Jadi 
dalam hal ini, saat lahirnya Hak Guna Bangunan adalah saat perjanjian 
ditandatangani oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini 
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT.17 Berdasarkan Pasal 
35 ayat (3) UUPA jo. Pasal 34 PP No.40 Tahun 1996 Hak guna bangunan dapat 
beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, selain itu juga 
dapat dialihkan oleh pemegang Hak Guna Bangunan kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan. Bentuk dialihkan 
tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal 
perusahaan harus dibuktikan dengan akta PPAT, sedangkan lelang dibuktikan 
dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang. Dalam 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 khususnya pada Pasal 38 juga mengatur 
mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan yaitu dikarenakan berakhirnya jangka 
waktu sesuai perjanjian, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena tidak 
dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya, 
kemudian sesuai dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan dan pemegang 
Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan, sesuai dengan 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain 
alasan diatas, Hak Guna Bangunan bisa dihapuskan karena diterlantarkan, 
tanahnya musnah atau dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktu berakhir.18 
C.  Peningkatan  Status Hak atas Tanah Dari  Hak Guna Bangunan Menjadi 
Hak Milik 
Proses peningkatan hak atas tanah adalah suatu proses perubahan hak dari 
Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal. Dalam Keputusan 
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 1998 
tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal agar dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Peningkatan hak atas tanah karena Hak 
Milik adalah merupakan hak yang terkuat diantara hak-hak atas tanah lainnya, 
sehingga pemberian Hak Milik dari Hak Guna Bangunan diartikan sebagai 
peningkatan hak yang dilakukan dengan mendaftarkan haknya pada Kantor 
Pertanahan. Pemberian Hak Milik ini dilakukan secara umum kepada Warga 
Negara Indonesia yang mempunyai tanah berstatus Hak Guna Bangunan dan 
untuk digunakan sebagai rumah tinggal. Selain oleh pemegang Hak Guna 
Bangunan yang tanahnya sudah tidak dibebani Hak Tanggungan , seperti yang 
telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas 
tanah yang dibebani Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang Hak Guna 
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Bangunan atas pesetujuan Hak Tanggungan. Dalam melayani pemohon yang 
mengajukan permohonan hak atas tanah, maka pemohon wajib membayar uang 
pemasukan sebesar Rp. 50.000. Biaya tersebut digunakan untuk mematikan Hak 
Guna Bangunan sebesar Rp. 25.000 dan untuk biaya pendaftaran sebesar Rp. 
25.000. Apabila Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan, 
maka diperlukan izin dari pemegang Hak Pengelolaan dan  jangka waktu yang 
diperlukan adalah 20 hari sejak permohonan pendaftaran itu diajukan.  
Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 6 Tahun 1998, bahwa berlakunya Hak Guna Bangunan yang sudah 
ada sebelum keputusan-keputusan tersebut ditetapkan Hak Guna Bangunan ada 
atau diperoleh sesudah keputusan tersebut misalnya : 
a. Hak Guna Bangunan pemisah atau pemecahannya dilakukan untuk 
perseorangan sesudah tanggal keputusan tersebut. 
b. Hak Guna Bangunan semula kepunyaan Badan Hukum dan 
kemudian diperoleh perseorangan Warga Negara Indonesia 
sesudah tanggal dicantumkan. 
c. Hak Guna Bangunan yang penetapan penerbitannya dikeluarkan 
sesudah tanggal keputusan termaksud.  
Hak Milik atas tanah diberikan untuk tanah yang digunakan untuk rumah 
tinggal, sebagaimana rumah tinggal menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri 
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Edaran tanggal 




Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal pertama kali harus 
mengajukan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kepada 
pemohon yang mengajukan pendaftaran tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi 
Hak Milik harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:  
1. Surat permohonan hak yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang. 
2. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan dan bermaterai 
cukup. 
3. Sertipikat hak atas tanah ( Hak Guna Bangunan, Hak Pakai yang 
luasnya 600 M2 atau kurang ). 
4. Indentitas dari pemegang hak dan luasnya serta fotocopy Kartu 
Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku. 
5. Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atau surat Kepala Desa 
dan Kelurahan yang menyatakan tanah tersebut untuk rumah 
tinggal. 
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi 
Bangunan (PBB) tahun terakhir.  
7. Surat pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan 
mempunyai Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 
bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5000 M2. 






D.  Pendaftaran Dalam Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik 
  Dalam perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang 
pemberian haknya diproses berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria atau 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 tahun 1998 tentang pemberian Hak 
Milik atas tanah untu rumah tinggal yang dapat diperoleh oleh anggota 
masyarakat dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran tanah dari Hak 
Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas sebidang tanah kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat  yang meliputi letak tanah dan bangunan 
yang akan dimohonkan menjadi Hak Milik. Pengertian pendaftaran tanah adalah 
rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan, dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam 
bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah termasuk pemberian serta tanda 
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya untuk satuan 
rumah serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kegiatan pendaftaran tanah 
diatas dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, aturan ini juga berlaku terhadap pendaftran 
tanah sistematis lengkap yang meliputi:19 
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
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c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 
  Apabila Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, maka diperlukan 
izin dari pemegang haknya. Dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran tanah, 
Kantor Pertanahan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Agraria atau 
Kepala Badan Pertanahan No. 6 tahun 1998 sebagai berikut :  
a. Data yuridis dan data fisik tanah yang didaftarkan Hak Milik diperiksa 
dengan melihat sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang 
bersangkutan. Untuk keperluan ini tidak perlu dilakukan pengukuran 
ulang, pemeriksaan tanah atau pemeriksaan lapangan lainnya, maupun 
dokumentasi dari Instansi. 
b. Penggunaan tanah untuk rumah tinggal diperiksa dengan melihat Izin 
Mendirikan Bangunan ( IMB ) yang menyebutkan untuk menggunakan 
bangunan tersebut. Dalam hal Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) tidak 
pernah atau belum pernah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, 
maka diperlukan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan bahwa 
benar bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut digunakan sebagai 
rumah tinggal 
c. Identitas pemohon diperiksa untu pemberian Hak Milik, maka pemohon 
harus membayar uang pemasukan kepada Negara yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1998 tentang pedoman uang pemasukan 




pemohon juga harus membayar biaya untuk pembuatan sertipikat dan 
NJOP yang akan digunakan dalam uang pemasukan tersebut pada tanggal 
permohonan pendaftaran. Adupun factor-faktor yang menghambat dalam 
peningkatan status hak atas tanah dari hak gunabangunan menjadi hak 
milik yaitu sebagai berikut: 
a. Kurang mengertinya proses administrasi dalam pengajuan peningkatan hak 
b. Pemohon kurang memanfaatkan fasilitas aturan yang tersedia 
c. Banyak terjadi peralihan dibawah tangan karena pemilik asal pindah 
alamat 
 Selain itu para pemilik rumah yang berstatus Hak Guna Bangunan 
beranggapan bahwa mengurus perubahan status hak milik merupakan proses yang 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
lapangan yaitu suatu penelitian hukum yang mengumpulkan sejumlah data dengan 
cara meneliti bahan pustaka dan informasi yang diperoleh langsung dari Kantor 
PT. Tamangapa Raya Permai dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Gowa. 
2.  Lokasi Penelitian 
  Dalam proses penyusunan skripsi, penulis melakukan sebuah penelitian 
untuk memperoleh data dan informasi maka lokasi penelitian tersebut dilakukan 
di Kantor PT. Tamangapa Raya Permai dan Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Gowa. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian 
karena pada kantor PT. Tamangapa Raya Permai merupakan kantor pemasaran 
perumahan dan status tanah atas perumahan tersebut masih dengan status Hak 
Guna Bangunan sesuai dengan sertifikat yang dipegang oleh pemilik rumah dan 
memberikann informasi mengenai membuka kesempatan untuk dilakukannya 
peningkatan hak tersebut menjadi hak milik. Sedangkan Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Gowa mempunyai informasi mengenai syarat-syarat pelaksanaan 





B. Pendekatan Penelitian 
  Dalam pendekatan pada obyek penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan Undang-Undang yaitu suatu bentuk pendekatan untuk menelaah 
Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan pembahasan. Selain itu, penulis 
juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan menelaah konsep hukum 
yang diterapkan dalam masyarakat dan mengakaji kondisi sosial budaya 
masyarakat Indonesia. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua 
macam sumber data adalah sebagai berikut: 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
secara langsung oleh Wendi Amalia selaku Sub Seksi Pendaftaran 
Tanah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Nurlina selaku 
bagian pemasaran di kantor PT Tamangapa Raya Permai. 
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 
perpustakaan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia 
sebelumnya yang berupa peraturan perundang-undnagan tentang 
hukum agraria, jurnal hukum, makalah dan artikel yang relavan dengan 





D. Metode Pngumpulan Data 
1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer dengan cara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa pihak yang berkaitan  
dengan masalah yang diteliti. 
2. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 
sekunder melalui penelitian kepustakaan dan dilakukan dengan cara 
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti perundang-
undangan, literatur atau buku-buku, makalah dan artikel 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
  Dalam teknik pengolaan data yakni proses pengkodean (coding), 
penyuntingan (editing) dan klarifikasi data. Sesuai dengan permasalahan yang 
ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang 
diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data 
yang diperoleh dari penelitian lapangan mengungkapkan fakta, keadaan dan 
menguraikan serta menjelaskaan sehingga memperoleh gambaran yang dipahami 





HASIL PENELITIAN  
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran umum Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa memiliki luas 188.332,0 Hektar yang merupakan 3.01 % 
dariluas Provinsi Sulawesi Selatan ,terdiri atas 18 Kecamatan dari 165 
Desa/Kelurahandengan penduduk mencapai 586.069 jiwa. Terletak di sebelah 
Selatan dan Timur Makassar, berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten 
Maros, Kabupaten Bone ,Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten 
Jeneponto dan Kabupaten Takalar.   
Letak Geografis Kabupaten Gowa berada pada 12º38’16” BT dan 5º33’6” 
Bujur Timur dari Kutub Utara, sedangkan letak wilayah administrasinya antar 
12º33’10” Bujur Timur dan 5º34’7” Lintang Selatan dari Jakarta. Dilihat dari 
jumlah penduduknya Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten terbesar ketiga di 
Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Wilayah 
Administrasi Kabupaten Gowa terdiri 18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan 
dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi atau 3,01% dari luas Wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan : 
a. Batas Adminstrasi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar 
b. Maros danBone.-Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 




c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba 
dan Bantaeng 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan KabupatenTakalar dan Selat 
Makassar  
Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah 
diatas 40º yaitu Wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 
Tompobulu.Kabupaten Gowa dilewati oleh sungai Jeneberang dengan luas 881 
Km², sebahagian besar Wilayah Kabupaten Gowa merupakan dataran tinggi 
meliputi Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Tompobulu, Bungaya, 
Bontolempangan dan Biring bulu. Bentangan alam Kabupaten Gowa 
menunjukkan 3 satuan morfologi yaitu : 
1. Morfologi dataran rendah plantain yaitu meliputi Wilayah Barat yaitu 
Kecamatan Bontonompo, Bajeng dan Kecamatan Pallangga. 
2. Morfologi perbukitan bergelombang lemah meliputi Kecamatan 
Somba Opu Bagian Utara dan Kecamatan Bontomarannu bagian 
Barat. 
3. Morfologi Perbukitan dan Penggunungan meliputi Kecamatan 






2.  Gambaran Umum Kantor Pertanahaan Kabupaten Gowa 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa merupakan instansi 
pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang ini dan terletak di Jalan Andi Mallobambassang No. 65 Sungguminasa, 
Sulawesi Selatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 
2006,yang dimaksud dengan Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga 
Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden dan Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.20 Dalam 
melaksanakan tugasnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional menyelenggarakan tugas tersebut adalah: 
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, 
infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum 
keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, 
pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan  tanah, serta 
penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah 
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
3. Bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik/kekayaan Negara 
4. Melakukan dalam pengawasan atas pelaksanaan tugasnya 
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5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional. 
Selain menjalankan tugas terdapat juga fungsinya berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 20 tahun 2015 pada Pasal 3, maka Badan Pertanahan Nasional 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;  
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan pemetaan; 
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak 
tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bpn;  
h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan bpn; 
i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 




j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; 
dan 
k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
pertanahan. 
Selain itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa mempunyai 
struktur organisasi dan Kantor Pertanahan kabupaten Gowa dipimpin oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, dan dibantu oleh seksi-seksi yang bersangkutan dibidang 
pertanahan. yang meliputi antara lain: 
a. Kepala sub.bagian tata usaha 
b. Seksi infrastruktur pertanahan 
c. Seksi hubungan hokum pertanahan 
d. Seksi penataan pertanahan 
e. Seksi pengadaan tanah 
f. Seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan 
Berdasarkan hasil Penelitian tersebut juga dibenarkan oleh  bapak 
Awaluddin, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa 
mengemukakan bahwa: 
Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Pertanahan diatur oleh aturan 
Undang-Undang yang merupakan terbentuknya struktur Organisasi Badan 
Pertanahan Nasional diatur oleh Kepala aturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 
4 Tahun 2006 yang didalamnya sudah termaksud struktur organisasi Kanwil, 
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Namun semua itu sudah 




Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 
struktur organisasinya terkait dengan tugas semua seksi dalam kantor Pertanahan. 
Adapun Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 4 Tahun 2006 
tentang struktur organisasi dan tata kerja Kantor wilayah Badan Pertanahan 
Nasional (PERKABAN) dan Kantor pertanahan dimana dari Pearturan yang lama 
PERKABAN Nomor 4 Tahun 2006. Kemudian menjadi Peraturan Menteri ATR/ 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016, sebab sudah berubah 
namanya dimana sebelumnya Badan Pertanahan Nasionalkemudian berubah 
menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga struktur organisasinya harus 
dirubah untuk menyesuaikan dengan Peraturan yang baru. Adapun terkait dengan 
Tugas dan Kewenangan tentunya Badan Pertanahan Nasional melayani 
masyarakat sesuai dengan bidang pertanahan yang termaksud dalam Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang sudah mengatur Tugas dan 
Struktur Organisasi dalam Badan Pertanahan Nasional yang seperti Pelayanan 
salah satunya Tugas dari Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa, Konflik 
dan Perkara. Selain itu juga ada Penanganan untuk Pendaftaran Pertama kali yaitu 
dalam bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat maka disertifikatkan 
sehingga disebut dengan Pendaftaran tanah pertama kali artinya belum pernah 
bersertifikat tanahnya dan ingin untuk disertifikatkan. Ada juga pemeliharaan 
data, pemeliharaan data itu tentunya adalah peralihan hak artinya ada seseorang 
yang ingin menjual sertifikat tanahnya sehingga dinamakan Peralihan hak dan 
itudikategorikan pemeliharaan data. Kemudian ada namanya Pemecahan artinya 




dan termasuk pemeliharaan data maka Pemecahan yang kemudian di sertifikatkan 
itu masuk ke pemeliharaan data. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki 
tugas sebagai sumber data Pertanahan dan sumber pelayanan, dimana dalam 
melaksanakan tugas untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat terutama 
dalam bidang Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tentunya 
melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah.21 
Kantor pertanahan Kabupaten Gowa adalah instansi vertikal dari badan 
pertanahan nasional yang struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa 
merupakan jajaran Lembaga Non Departemen Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia, Lembaga BPN RI dibentuk berdasarkan Peraturan Pressiden 
Nomor 10 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pressiden Nomor 20 
tahun 2015, selain itu terbentuknya struktur organisasi dilatar belakangi dengan 
adanya Keputusan Kepala BPN yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (PERKABAN) No. 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi, 
KANWIL, BPN, dan Kantor Pertanahan, kemudiandiakomodasikan kedalam 
sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria DanTata Ruang/ Badan 
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Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Wilayah BPN dan Pertanahan serta kewenangan Badan Pertanahann 
Nasional yaitu melayani masyarakat sesuai bidang pertanahan. 
B. Proses Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi 
Hak Milik 
Dalam proses peningkatan hak atas tanah merupakan suatu proses 
perubahan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal. 
Pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanhan Nasional No. 6 
tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal agar 
dapat dilaksnakan sebagaimana mestinya. Untuk mengajukan sebuah permohonan 
hak milik atas tanah rumah tinggal, pomohon harus terlebih dahulu mengetahui 
batasan dalam pemberian hak milik, yaitu: 
1. Dalam sebuah bidang tanah yang dimohon, luas tanah tersebut tidakboleh 
lebih dari 2000 M2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional N0. 6 Tahun 1998 
ditetapkan pembatasan permohonan Hak Milik atas tanah Negara. 
Pembatasan hak milik ini hanya berlaku bagi rumah tinggal. 
2. Dalam hal ini perolehan Hak Milik yang dimohon yang bersangkutan akan 
mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 





Dalam sebuah perumahan, pengembang menyediakan pelayanan jasa bagi 
kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip 
pengurusan perusahaan dan untuk melaksanakan penataan perumahan dan 
permukiman bagi masyarakat, dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu yang 
diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi 
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka PT. Tamangapa Raya 
sebagai perusahaan yang memiliki salash satu perumahan Tamanagapa Royal 
Place yang  berlokasi di Tallasalapang lebih memfokuskan sebagai perumahan 
yang bersubsidi dan dari sisi pengembang telah menunjuk untuk bekerjasama dan 
para asosiasi yang terlibat di sektor properti seperti Real Estate Indonesia (REI) 
dan Pengembang Indonesia (PI) serta BTN Konvensi, BTN Syariah dan Bank 
BKN. Dalam sebuah rumah subsidi terdapat kelebihan yaitu harga terjangkau dan 
rumah yang dibangun bukan rumah inden melainkan rumah jadi. Sedangkan 
kekurangannya adalah spesifikasinya pun sangat standar atau seadanya. Selain itu, 
lokasi rumah subsidi yang aksesnya sulit ditempuh atau jauh dari pusat kota. 
Terkait Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor  9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 
Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS) berdasarkan Pasal 1 
mengenai kriteria dalam bidang tanah yaitu dalam harga perolehan tanah dan 
rumah, dan apabila atas bidang tanah tersebut sudah dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan tanah dan 




luasnya tdak lebih dari 200 M2 dan di atasnya dibangun rumah dalam rangka 
pembangunan perumahan massal atau kompleks perumahan.  
Selain itu Pasal 2 ayat (2) menyatakan untuk perubahann Hak Guna 
Bangunan menjadi Hak Milik dan perolehan Hak Milik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan pendaftarannya pemohon wajib membayar uang administrasi 
kepada Negara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sumbangan 
pelaksanaan landreform sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan biaya 
pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 1992.  
Berdasarkan pelaksanaan pembatasan dalam pemberian hak milik untuk 
rumah tinggal tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang pemberian 
Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) 
mengenai pemohon dibatasi maksimum 2000 M2 dan Pasal 4 ayat (3) menyatakan 
bahwa pemohon  Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 
bidang yang luasnya tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Ibu Nurlina, selaku bagian 
pemasaran perumahan PT.Tamangapa Raya dikemukakan bahwa: 
“Dari pihak pengembang sendiri sekarang lebih memfokuskan pada rumah 
subsidi karena berdasarkan tingginya peminat dan selain itu dapat membantu juga 




swasta juga berkerjasama dengan REI dan PI serta BTN Konven, BTN Syariah 
dan Bank BKN dan kami juga memfasilitasi sarana berupa masjid dan taman”22 
Berdasarkan penjelasan tersebut dalam pandangna peneliti rumah subsidi 
sangat penting bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tinggal karena rumah 
subsisdi diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah dan pendapatan yang 
terbatas, selain itu rumah subsisdi ini tidak termasuk rumah inden maka bagi 
masyarakat tidak perlu khawatir karena rumah tersebut telah siap huni. 
Adapun hasil wawancara oleh Wendy Amalia selaku Subseksi Pendaftaran 
Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengatakan yang perlu di 
perhatikan dalam pelaksanaan hak atas tanah yang masih berstatus hak guna 
bangunan dan ingin meningkatkan menjadi hak milik yaitu sebagai berikut:23 
1. Pemohon Harus mengisi surat permohonan Hak Milik atas tanah untuk 
rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang diajukan 
secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya 
meliputi letak tanah yang bersangkutan. 
2. Pemohon harus melampirkan sertipikat tanah yang bersangkutan dalam 
permohonan peningkatan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan 
menjadi Hak Milik sebab sertipikat tersebut dapat memberikan 
kepastian hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan dan sebagai 
alat bukti yang sah dalam kepemilikannya.  
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3. Dalam bukti harus disertakan dalam penggunaan tanah untuk rumah 
tinggal berupa: 
a) Mencantumkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan dari 
Instansi (IMB) yang berwenang yang menerangkan bahwa 
bangunan tersebut telah digunakan untuk rumah tinggal 
b) Surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan letak tanah 
setempat yang menerangkan bahwa bangunan tersebut 
digunakan untuk rumah tinggal 
4. Permohonan harus disertai dengan melampirkan foto copy Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) dan foto copy Pajak Bumi dan 
Bangunan ( PBB )  
5. Untuk pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal, identitas 
pemohon yang digunakan agar diperiksa tentang kepemilikan tanah 
yang dimohonkan tersebut. 
6. Adanya bukti perolehan hak atas tanah dan bangunan dimana bangunan 
tersebut berdiri.  
7. Setelah semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, maka 
dokumen diserahkan ke loket penerimaan dan penyerahan surat yang 
bersifat tekhnis serta petugas melakukan penelitian dokumen yang 
diterima. Dokumen yang diteliti adalah kelengkapan yang menjadi 
syarat dalam permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal.  
8. Setelah selesai, pemohon datang ke loket berikutnya untuk melakukan 
pembayaran terhadap permohonan Hak Milik atas tanah. Petugas loket 




9. Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( PHI ) bertugas untuk meneliti 
dokumen. Dokumen yang diteliti adalah mengenai nama pemohon yang 
tertera dalam Identitas, apakah sama dengan yang terdapat pada 
sertipikat Hak Guna Bangunan ( HGB ). Apabila terdapat perbedaan 
nama, maka pemohon diharuskan mencantumkan keterangan 
pernyataan dari pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat. 
Setelah itu membuat disposisi atau membuat konsep buku tanah dan 
sertipikat baru serta mencoret buku tanah dan sertipikat lama. 
10. Setelah disetujui oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi, maka 
dokumen dan konsep tanah serta sertipikat baru diserahkan kepada 
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ( P&PT ) untuk 
meneliti dokumen dan buku tanah sertipikat baru. Apabila telah 
disetujui, maka Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah akan 
membubuhkan paraf pada buku tanah dan sertipikat baru tersebut, dan 
selanjutnya diteruskan ke Kepala Kantor Pertanahan 
11. Kepala Kantor Pertanahan bertugas meneliti kelengkapan dan 
kebenaran berkas permohonan serta memeriksa dokumen dan konsep 
buku tanah dan sertipikat baru. Apabila telah disetujui, maka Kepala 
Kantor Pertanahan membubuhi paraf pada buku tanah dan sertipikat 
baru. Selanjutnya Kepala Kantor menyerahkan dokumen dan buku 





12. Petugas pelaksana subsi Pendaftaran Hak dan Informasi mengadakan 
pembukuan, selanjutnya menyerahkan dokumen kepada petugas loket 
III untuk melakukan pembukuan. Selanjutnya menyerahkan dokumen 
tersebut pada petugas loket IV.  
13. Petugas loket IV mempunyai tugas untuk membukukan daftar 
penyerahan hasil pekerjaan dan mencatat nomor pada sertipikat. 
Apabila sudah lengkap maka petugas menyerahkan dokumen yang 



































































Data Jumlah Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik 
 
Data Jumlah Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak 
Milik 
Tahun 2015 2016 2017 2018 
Jumlah 498 466 563 1.008 
Sumber Data : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa 
 
Berdasarkan bahwa jumlah data yang diperoleh di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, permintaan pemohon pada tahun 2015 
sebanyak  498, lalu jumlah permintaan pemohon yang masuk pada pada tahun  
2017 sebanyak 563  dengan tambahan sebanyak 65 pemohon dari tahun 2015 ke 
2017, kemudian dari permintaan pemohon pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi 
peningkatan dengan tambahan jumlah pemohon sebnayak 445 dan  jumlah 
peomohon pada tahun 2018 sebanyak 1.008. Dalam peningkatan terhadap 4 tahun 
terakhir  di setiap tahunnya pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah pemohon 
dalam meningkatkan status hak guna bangunan menjadi hak milik sebnayak 32 
dari tahun 2015 dan jumlah pada tahun 2016 itu sebnayak 466 pemohon, maka 
dari jumlah keseluruhan di tiap tahunnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 




Bahwa berdasarkan hasil penelitian, perhitungan jumlah permintaan 
peningkatatn status hak guna bangunan menjadi hak milik dari tahun 2015 sampai 
dengan tahun 2018, memunculkan angka yang sangat melunjak kecuali pada 
tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 32 dari tahun 2015. Sehingga data ini 
menjelaskan bahwa data terhadap peningkatan status hak guna bangunan menajdi 
hak milik belum cukup maksimal dalam proses peningkatan status hak atas tanah 
tersebut karena masih kurangnya masyarakat dalam mengetahui pentingnya 
peningkatan status hak atas tanah yaitu hak milik sebagai rumah tinggal.  
Menurut Wendy Amalia selaku Subseksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor 
Pertanahan Kabupaten Gowa mengatakan peningkatan hak atas tanah dilakukan 
karena hak milik merupakan hak terkuat diantar hak-hak atas tanah lainnya, 
pemberian hak milik ini dilakukan secara umum kepada warga Negara Indonesia 
yang mempunyai tanah berstatus hak guna bangunan dan untuk digunakan sebagai 
rumah tinggal,. Selain oleh pemegang hak guna bangunan yang tanahnya sudah 
tidak dibebani hak tanggungan, seperti yang telah diatur dalm Pasal 2 ayat (1) 
keputusan menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 
Tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah yang dibebani tanggungan 
dapat dilakukan oleh pemegang hak guna bangunan atas persetujuan hak 
tanggungan.24  
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C. Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan 
Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Rumah Tinggal 
Dalam pelaksanaan peningkatan status hak atas tanah dari hak guna 
bangunan menjadi hak milik tetntunya tidak terlepas dari adanya hambatan yang 
berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan peningkatan 
status tanah tersebut. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum meningkatkan 
hak atas tanahnya, karena disebabkan dengan adanya beberapa hal yang berkaitan 
dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melaksanakan peningkatan 
hak atas tanah tersebut. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 
1. Pada saat mengajukan peningkatan hak atas tanah sertipikat Hak 
Guna Bangunan yang asli harus diserahkan kepada Kantor 
Pertanahan. 
2. Dalam pemberian Hak Milik untuk rumah tinggal diberikan kepada 
Warga Negara Indonesia untuk tanah yang berstatus Hak Guna 
Bangunan yang digunakan untuk rumah tinggal. Hal ini dalam 
pelaksanaan tanah yang dimohon harus berstatus Hak Guna 
Bangunan yang masih berlaku dan belum habis jangka waktu 
pemberian Hak Guna Bangunan. 
Dalam tata cara pemberian Hak Milik menurut Badan Pertanahan Nasional 
dan penetapan penilaian perolehan tanah tidak dikenakan uang pemasukan 




10.000.000,00 dan jika perhitungannya kurang dari nilai tersebut maka tanah tidak 
dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mewawancarai seorang pemohon 
yang bernama Hamdana. Pemohon tersebut ingin melakukan peningkatan ha katas 
tanah menjadi hak milik dari hak guna bangunan akan tetapi ia tidak melengkapi  
berkas sesuai persyaratan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik 
Atas Tanah Untuk  Rumah Tinggal dan pemohon hanya membawa Izin 
Mendirikan Bangunan dan kartu identitasnya. Alasan pemohon baru melakukan 
peningkatkan status tanahnya karena pemohon mendapat informasi dari 
tetangganya bahwa wajib meningkatkan status hak tanah menjadi hak milik untuk 
rumah tinggal dan menghindari adanya hal yang tak diinginkan.  
Bagi masyarakat apabila tidak ada hal atau masalah yang berhubungan 
dengan keberadaan status tanah atas rumah tersebut mereka tidak pernah untuk 
mencari tahu apa dan bagaimana status tanah dari rumah mereka, tetapi ketika 
mereka hendak menjual ataupun hendak menjadikan sebagai jaminan rumah 
mereka, ketika itulah mereka berusaha mencari penjelasan mengenai status tanah 
dari rumah yang mereka tempati selama ini dan mereka baru mengetahui bahwa 
status tanah dari rumah mereka adalah Hak Guna Bangunan dan mereka juga baru 
mengetahui bahwa hak atas tanah mereka tersebut dapat ditingkatkan menjadi 




Adapun pemohon yang menyatakan dalam melakukan peningkatan hak 
atas tanahnya mereka mengalami hambatan atau kesulitan dalam hal dana atau 
biaya yang akan dikeluarkan apabila melakukan  peningkatan status hak atas tanah 
di Kantor Pertanahan dan juga apabila mereka ingin melakukan peningkatan hak 
atas tanah dengan menggunakan jasa Notaris PPAT, sehingga mereka merasa 
enggan untuk melakukan peningkatan hak atas tanahnya tersebut. Selain  itu 
hambatan lain yang dirasakan oleh pemohon adalah tidak adanya informasi yang 
diberikan pada saat mendaftar mengenai syarat-syarat apa saja yang harus 
dilengkapi oleh pemohon untuk peningkatan hak atas tanah tersebut, sehingga 
setelah berkas pemohon tersebut sudah sampai ke bagian hak atas tanah barulah 
kemudian berkas pemohon tersebut diperiksa berdasrkan kelengkapan 
administrasinya, sehingga apabila berkas pemohon tersebut tidak lengkap maka 
berkas tersebut tidak jadi diproses melainkan dikembalikan kepada pemohon 
sehingga waktu yang diperlukan untuk proses peningkatan hak atas tanah tersebut 
menjadi semakin lama. Kemudian hambatan menurut dari pihak pengembang 
berkaitan dengan peningkatan status dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik 
yaitu bahwa masyarakat yang menginginkan perubahan hak tersebut seringkali 
tidak melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, dan juga 
tergantung kepada dana yang diperlukan sehingga proses pengurusannya berjalan 
sangat lama. 
Diantara sebagian masyarakat yang telah mengetahui dan memahami 
mengenai status tanah dari rumah mereka dan berkeinginan untuk meningkatkan 




permasalahannya  dari mereka yaitu  belum mengetahui prosedur dan tata cara 
serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan status tanah tersebut. 
Hal ini karena kurangnya penjelasan dan sosialisasi mengenai hal tersebut. 
sehingga dalam sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam format peyuluhan 
mengenai status hak ata stanah baik yang langsung ditempati maupun status tanah 
yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adupun faktor-faktor yang 
menghambat dalam peningkatan status hak atas tanah dari hak guna bangunan 
menjadi hak milik yaitu sebagai berikut: 
d. Kurang mengertinya proses administrasi dalam pengajuan 
peningkatan hak 
e. Pemohon kurang memanfaatkan fasilitas aturan yang tersedia 
Selain itu para pemilik rumah yang berstatus Hak Guna Bangunan 
beranggapan bahwa mengurus perubahan status hak milik merupakan proses yang 
berbelit-belit atau rumit dan memakan waktu yang lama serta menurut mereka 
biaya yang dikeluarkan dalam melakukan peningkatan tersebut mahal. Dalam hal 
ini diberikannya penyuluhan tersebut dapat memberikan informasi mengenai 
proses dan cara serta persyaratan dalam melakukan peningkatan status hak guna 
bangunan menjadi hak milik dan informasi yang diberikan dengan tujuan, proses 
serta akibat hukkumnya, maka masyarakat dapat mengetahui lebih mengenai 
perkembangan tentang tanah khususnya dalam peningkatan status hak atas tanah 
dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Apabila beban Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dalam melayani permohonan pendaftaran Hak Milik terlalu berat, 




Nasional Provinsi dan berdasarkan laporan yang telah diterima dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota tentang beban dalam pemberian layanan pendaftaran 
Hak Milik, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut 
dengan mengatur tata cara kerja yang lebih efisien atau memperbantukan tenaga 
pelaksanan dalam bentuk penegasan, dan apabila diperlukan minta bantuan dari 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Pada proses peningkatan hak atas tanah dari  guna bangunan menjadi 
hak milik dengan memenuhi syarat yaitu Surat permohonan hak yang  
telah dilegalisir, Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan dan 
bermaterai cukup, Sertipikat hak atas tanah ( Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai yang luasnya 600 M2 atau kurang ), fotocopy Kartu Tanda 
Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku, Surat Izin Mendirikan 
Bangunan ( IMB ) atau surat Kepala Desa dan Kelurahan yang 
menyatakan tanah tersebut untuk rumah tinggal, Foto Copy Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) 
tahun terakhir, Surat pernyataan dari pemohon bahwa Hak Milik 
untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 bidang yang seluruhnya 
meliputi luas tidak lebih dari 5000 M2 dan membayar uang 
pemasukan kepada Negara. 
2. Faktor yang menghambat bagi masyarakat dalam peningkatan status 
hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik yaitu kurang 
mengertinya mengenai prosedur dan tata cara serta syarat yang harus 




pihak pemohon kurang melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan 
dalam melaksanakan peningkatan status hak atas tanah 
B. Saran 
1. Bagi pemerintah dan pihak Badan Pertanahan Nasional agar 
memberikan penyuluhan  yang ingin meningkatkan status hak atas 
tanah dari gak guna bangunan menjadi hak milik dan harus 
meningkatkan kualitas kerja dalam melayani masyarakat tanpa harus 
memilah-milih siapa atas nama sebagai pemohon.. 
2. Kepada masyarakat sebaiknya perlu jika memiliki sebidang tanah agar 
kiranya segera melakukan pendaftaran tanah untuk dapat memperoleh 
sertifikat yangdimana untuk memberikan jaminan kepastian hukum 
juga menghindari terjadinya konflik adanya sengketa dan masyarakat 
juga lebih memperhatikan segala persyaratan dari Kantor Pertanahan 
agar tidak memiliki kesalahan apapun dan sertifikat yang di pegang 
merupakan data yang benar-benar real atau asli dan memiliki 
kekuatan yang sempurna. Selain itu pentingnya untuk ditingkatkan, 
bagi pemilik sertifikat Hak guna bangunan  segera melakukan 
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